BABV
KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil kegiatan
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek
Kimia Farma 119 adalah sebagai berikut.

a. Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan
dan merupakan tempat Apoteker menjalankan praktek
kefarmasian dengan upaya untuk meningkatkan kualitas
hidup masyarakat.

b. Apoteker memiliki peran, fungsi, posisi dan tanggung
jawab yang penting di Apotek dan menjadi lini terakhir
sebelum obat diserahkan kepada pasien. Oleh sebab itu
kompetensi dan profesionalitas dari apoteker harus dapat
dibuktikan dan dipertanggungjawabkan untuk
meningkatkan citra apoteker di dalam masyarakat.

c. Apoteker memiliki dua tanggung jawab yaitu tanggung
jawab secara managerial terhadap perencanaan dan
pengadaan, penerimaan dan penyimpanan,
pendistribusian, dan pelaporan obat meliputi pengelolaan
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis
pakai. Tanggung jawab berikutnya yaitu tanggung jawab
pelayanan farmasi Kklinis, terkait dengan hubungan
Apoteker dengan pasien, seperti pengkajian resep,
compounding dan dispensing, serta pemberian KIE.

d. PKPA di Apotek telah membantu calon apoteker untuk
dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan
ketrampilan praktis mengenai pelayanan kefarmasian dan
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sistem managerial di Apotek. Melalui kegiatan PKPA
calon Apoteker mendapatkan wawasan keadaan yang
terjadi di lapangan kerja di apotek.

e. Pelayanan resep maupun non-resep yang diberikan harus
dikendalikan dengan baik mulai dari awal dan diverifikasi

secara berlapis agar tidak ada kesalahan dalam pelayanan.



BAB VI
SARAN

Saran yang dapat diberikan selama menempuh PKPA di
Apotek Kimia Farma 119 adalah sebagai berikut.

a. Mahasiswa harus lebih membekali diri dengan ilmu
pengetahuan praktis, ilmu komunikasi, serta kepercayaan
diri yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas
kefarmasian di Apotek dengan lebih baik.

b. Mahasiswa program studi Apoteker harus berperan aktif
selama kegiatan PKPA agar dapat memperoleh banyak
informasi dan pengalaman. Mahasiswa juga harus melatih
diri untuk bisa peduli, berempati, dan cermat terhadap
pasien agar pelayanan kefarmasian dapat berjalan dengan
optimal.

c. Apotek Kimia Farma 119 disarankan mengganti kertas
etiket dan copy resep yang masih mencantumkan nama
Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) yang masih
lama diperbaharui dengan nama APA yang baru.

d. Pemantauan terapi pasien dan kegiatan telepharma harus
lebih ditingkatkan lagi untuk membantu pasien dalam
meningkatkan kualitas terapi dan menunjukan peran
apoteker terhadap masyarakat luas.

e. Apotek Kimia Farma 119 disarankan dapat meningkatkan
penggunaan Patient Medication Record (PMR) sebagai
salah satu wujud pelayanan kepada pasien juga untuk

menjalankan peran apoteker di masyarakat.
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